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ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi ODHA dapat diartikan sebagai suatu
jaminan yang diberikan oleh Negara dalam bentuk peraturan perundang-
undangan kepada ODHA. Perlindungan ODHA bila dikaitkan dengan HAM
juga telah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk landasan hukum
Undang-Undang yang sudah ada sekarang ini. Tapi sampai sejauh mana
manfaat, fungsi dan penerapan Undang-Undang tersebut bagi ODHA lah
yang menjadi pertanyaan saat ini. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan HAM terhadap
ODHA, terutama dalam hal memperoleh hak atas pelayanan kesehatan
dan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan hukum di
Indonesia terhadap ODHA dalam memperoleh pelayanan hak atas
kesehatan.

Penelitian ini memakai metode pendekatan Yuridis Normatif dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis, artinya metode penelitian yang
mempelajari file yang ada, kemudian membuat gambaran secara
sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat hubungan antar
gejala yang diteliti sambil menganalisisnya. Selain itu, digunakan pula
data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Perlindungan hukum ODHA ini belum sepenuhnya diterapkan di
Indonesia, disebabkan belum ada Undang-Undang yang secara khusus
yang menjamin hak ODHA terutama hak atas pelayanan kesehatan.
Landasan Undang-Undang yang ada saat ini menjamin hak warga Negara
Indonesia termasuk ODHA secara umum. Dan pada pelaksanaannya
hanya formalitas semata karena tidak didukung tindakan lebih lanjut dari
pemerintah. Pengawasan dan perlindungan secara berkesinambungan
dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menunjukkan sikap serius
pemerintah terhadap ODHA. Penerapan perlindungan dari Undang-
Undang yang ada juga hanya merupakan sekedar wacana, disebabkan
tidak adanya hasil yang nyata dari pemerintah, karena tidak tercapainya
tujuan dari program yang sudah direncanakan. Bila dikaitkan dengan HAM
juga, masih sering terjadi pelanggaran atas hak ODHA pada seluruh
aspek kehidupannya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun
lingkungan sekitar mereka bekerja. Perlu adanya tindakan nyata dan
perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menjamin hak ODHA,
terutama hak atas pelayanan kesehatan di kemudian hari.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Hak
Asasi Manusia (HAM)



ABSTRACT

Legal protection for people living with HIV can be interpreted as a
guarantee given by the State in the form of legislation to people living with
HIV/AIDS “ODHA". Protection of human rights when applied to “ODHA"
was also provided by the government in the form of a legal basis is the
Law that it now is. But until the extent of the benefits, functions and
application of the law for “ODHA” is that the current inquiry. Therefore this
study aimed to gain insight about the human rights of “ODHA" view,
especially in the case of the right to the health services and to gain insight
about legal policy in Indonesia against “ODHA” in the acquisition of rights
to health services.

This research method using Juridical Normative approach to the
specification of descriptive analytical research, this means that the
assessment method to learn the current file, then make a picture of
orderly, factual and accurate statement of the facts and the nature of the
relationship between symptoms that were examined as to analyze it. In
addition, secondary data used were obtained from literature studies.

Legal protection of “ODHA” has not been fully implemented in
Indonesia, because there is no law that specifically guarantees the rights
of “ODHA”, especially on the right health services. Legal foundation of
existing guarantees the rights of Indonesian citizens, including “ODHA’ in
general. And the implementation is not supported merely because of
formality further action from the government. Surveillance and protection
of sustainable and ongoing needs to be done by government to
demonstrate a serious attitude towards “ODHA". Application of the Legal
protection of the others are only just discourse, due to the lack of tangible
results from the government, because they are not achieving the goal of
the program has been planned. When applied to human rights, still
frequent violations against the rights of “ODHA” in all aspects of life, both
in the field of health, education and the environment around them to
work. Necessary to have a real action and more serious attention from the
government to guarantee the rights of “ODHA", especially the rights of
health services at a later date.

Keywords: Protection of the Law, People with HIV / AIDS (ODHA), Human
Rights (HAM)
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